REPUBLIK INDONESIA

No. 57, 2008 OTONOMI KHUSUS. PEMERINTAHAN.
PEMERINTAH DAERAH. Papua. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4842)

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa keberadaan Provins Irian Jaya Barat yang kemudian
berubah menjadi Provins Papua Barat, dalam kenyataannya
telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta
memberikan pelayanan kepada masyarakat sgak tahun
2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provins Papua;

b. bahwa pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak
dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan
pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik
sertainfrastruktur di Provinsi Papua Barat;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua;

1. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provins Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.
Pasd |

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151) diubah sebagai  berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagal berikut:
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Pasd 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

a

Provinss Papua adalah Provins Irian Jaya yang
kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka
Negara K esatuan Republik Indonesia.

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang
diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri  berdasarkan
aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para
Menteri;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur
beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif
Provinsi Papua.

Gubernur Proving Papua, sdlanjutnya disebut
Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepaa
Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh
menyelenggarakan pemerintahan di Provins Papua
dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya
disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provins Papua sebagai badan legidatif
Daerah Provins Papua.

Magelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut
MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua,
yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka
perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan
berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan
budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan
kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.



2008, No. 57

. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol

kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam
bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak
diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut

Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua
dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam
Undang-undang ini.

. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut

Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provins Papua
dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan,

adalah wilayah kerja Kepaa Distrik sebagai
perangkat daerah Kabupaten/K ota.

. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di
daerah Kabupaten/K ota.

.Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut

dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang
membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai
unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan
diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran
dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung.

. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM,

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setigp orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.



